PROSES.PENGHARMONISASEAN SEBAGAI UPAYA |
L 'UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS. PERATURAN
' PERUNBANG-UNBANGAN o

| Olek chzpto Senadz

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, 'yang menentukan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi: Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung] awabnya
di bidang peraturan perundang-undangan”. Ketentuan dalam pasal ini
memang membatasi hanya rancangan undang-undang saja yang perlu
diharmoniskan, dan RUU-nya pun dibatasi hanya yang berasal dari Presiden.
RUU'yang datang dari DPR tidak melalui prosedur pengharmomsasmn
berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004. :

* Selanjutnya, pasal ini juga menyebutkan bahwa yang diberikan
kewenangan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian adalah menteri
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-
undangan. Rumusan pasal ini tidek bisa ditafsirkan lain selain Menteri Hukum
dan HAM yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian RUU
yang datang dari Presiden.

Bagaimana dengan rancangan peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang, apakah berlaku prosedur pengharmonisasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 20047 Saya
berpendapat bahwa untuk menjaga keutuhan peraturan perundang-
undangan sebagai sub sistem dari sistem hukum, maka prosedur
pengharmonisasian sebaiknya juga diberlakukan terhadap rancangan
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam praktik,
hal ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

! Direktur Harmomsasx Peraturan Perundang-undangan, Ditjen. Peraturan Perundang-
undangan, Departemen Hukum dan HAM. Penulis menyelesaikan S1 dari Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, S2 dari Program Pascasarjana
Universitas Padjadjaran Bandung, dan S3 dari Program Pascasarjana Fakulias Hukum
Universitas Indonesia Jakaria.

45
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dasar hukum yang di gunakan adalah Pasal 18 ayat/(2) Undang-Undang
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o undangan Oleh karena 1tu pada kesempatan ini saya mengemukakan bahwa

o prosedur pengharmomsasmn ‘mestinya berlaku juga untuk semua; jems
 Tancangan pe __aturan perundan g-undangan di bawah undang-undang

' Namun, mengingat keterbatasan tenaga, kemampuan dan daya jangkau

o '_"-Dlrektorat Jenderal “Peraturan Perundang-undangan, maka

pengharmonisaian d1lakukan untuk rancangan peraturan perundang-
"undangan dibawah undang~undang ditingkat pusat saja, yaitu Peraturan
-~ Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden:(Perpres). Untuk Peraturan
- Pemenntah Pengganti Undang*Undang (Perpu), karena materi muatan Perpu

o _sama dengar; materi muatan undang»undang maka secara mutatis mutandis

" berlaku prosedur pengharmomsaszan Sedangkan untuk Peraturan Daerah
txdak mungkin dilakukan pencharmomsaman oleh Direktorat J enderal
Peraturaﬁ Perundang—-undancan mengingat begitu banyaknya daerah dan
peraturan daerah: Yang paling mungkin dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan adalah bimbingan dan konsultasi: sebelum
disahkannya peraturan. daerah. Fungsi seperti ini sudah dilakukan oleh
Dzrektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan sifatnya juga tidak
WaJ jib. :

Terkait dengan topik dalam artlkel ini akan dlbahas beberapa hal
yaltu 1) mengapa perlu dilakukan pengharmonisasian? 2) aspek-aspek apa
yang diharmoniskan? 3) di tingkat mana pengharmonisasian dilakukan
4) aspek-aspek yang diharmonisasikan 5) per‘masalahan yang timbul pada
waktu melakukan pengharmonisasian.. : : L

2. Mengapa perlu pengharmonisasian?

Kondisi tidak harmonis (disharmoni) dalam bidang peraturan
perundang-undangan sangat besar potensinya. Hal ini terjadi karena begitu
banyaknya peraturan perundang-undangan.di negara kita. Untuk undang-
undang saja bisa dilihat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Sebagaimana diketahui bahwa jumlah program legislasi yang diajukan,
setiap tahun terus bertambah, padahal oleh Baleg dan Pemerintah telah
ditetapkan sebanyak 284 RUU dalam Prolegnas 2005-2009. Ternyata,
perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat berubah sesuai
dengan perkembangan zaman itu sendiri. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU P3) menentukan bahwa “Dalam keadaan tertentu, Dewan
Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-
undang di luar Program Legislasi Nasional {Prolegnas).” Ketentuan ini
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kemud;an dagunakan oleh DPR-RI dan Pemenntah untuk mengembangkan SR
--kemgmaﬁnya mengatur sesuatu_dalam undang-undang diluar Prolegnas. - -

' ] tersebut secara jujur sebetulnyatidak =~
ndang, tetapi dapat berupa peraturan -

~Sering dijumpai. usulan-usulan]
perluselatu dalam bentuk undang-un
-_perundang-undangan Jain di bawah undang‘undang atau bahkan cukup
dengan kebijake :

‘disepakati yang berakibat terbengka}amya Prolegnas itu sendiri.

penyust

~ benar penting dan perlu untuk melaksanakan penyeienggaraan negara dan

: kep_emermtahan mlsalnya, penyelenggaraan pemllu dan parpol serta -

kemg_ nan untuk mengubah pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi,
Komls1 Yudisial, dan MahkamahAgung Belum lagi dltambah dengan RUU
yang berasal dari pemenntah tetapi tidak berhasil melalui pintu pemenntah
maka diperjuangkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Posisi tawar terhadap pengajuan RUU baru untuk masuk dalam
prolegnas merupakan salah satu persoalan tersendiri karena ternyata DPR-
RIL; melahn Baiegnya, juga mengajukan usulan RUU baru d1 luar prolegnas

sistematis belum sepenuhnya mengikat. Jika Pasal 17 ayat (3) tersebut
dibiarkan berkembang dan tanpa kendali, maka yang terjadi adalah
munculnya inflasi jumlah RUU yang berakibat “lebih besar dari pasak”,
terkait dengan kemampuan DPR-RI dan Pemerintah untuk menyelesaikan
program tersebut. Pemerintah pada dasarnya menunggu diundang untuk
membahas suatu RUU karena konsekuensi dari pergeseran kekuasaan
pembentikan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU P3. Jadi,
kemampuan DPR-RI lebih dipertaruhkan untuk menyelesaikan RUU,
dibandingkan dengan Pemerintah.

Selain itu, sistem hukum yang berlaku di negara kita juga paling tidak
ada 3, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Dengan 3
sistem hukum yang berlaku di negara kita, maka potensi untuk terjadi
ketidakharmonisan sangat mungkin. Kemudian, lembaga/instansi yang
berwenang membentuk peraturan perundang-undangan juga banyak sekali,
hitung saja berapa departemen yang ada, berapa kementerian negara yang
ada, berapa lembaga pemerintah nondepartemen yang ada, dan berapa
komisi/dewan yang ada.
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.. Proses. Pcngharmomsasnan._ T

saja. Dari kemginan tersebut, ternyatar membawa dampak
‘yang san_gat luas terhadap. pencapaian: atau target yang sernula telah. -

epartemen Hukum dan HAM, yang mewakili Pemermtah dalam'-_ S
' _o}e'gnas selalu menghadapi persoalan Karena tidak dapat
melarang atau membatasi prakarsa departemen/LPND dalam mengajukan .~ .
usulan prolegnas baru, apalagi jika program yang diusulkan tersebut benar-
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. -membuls tkan konseps1 suatu rancangan peraturan perundang- undangan
o d "no-an | pera _an_penmdang-undangm lain, baik yang lebih tmggz, sederajat,
181 yang lebih rendah; dan hal-hal lain selain peraturan perundang-

K sehmgga tersusun secara sistematis; tidak saling bertentangan

- atautumpang tindih (overlapping). Hal ini merupakan konsekuensi dari
“‘adanya’ hierarki- peramran perundang-undangan ‘Dengan d: 'kukan

: engharmomsasmn maka akan tergambar dengan Je]as dalamp I
ertian bahwa suatu peratm‘an perundang—undangan mempakan

o ;'bag1an 1ntégral yang utuh dan keseluruhan sistem peraturan perundang-

Upaya pengharmon13351an peraturan perundang undangan dllakukan
selam untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan palmg
tldak ada 3 alasan iam yang perlu d1pert1mbangkan yaltu

a. Peraturan perundang—undangan merupakan baglan integral dan 51stem
;_ -Peramran penmdang-undangan sebaga1 suatu sistem atau sub 51stem dari
sistem yang lebih besar tentu harus memenuli ciri-ciri antara lain ada

y salmg keterkaitan dan sahng tergantung dan merupakan satu kebulatan
. yang utuh, di samping ciri-ciri Jainnya. Dalam sistem peraturan penmdang—

R ; undangan yang tersusun secara hierarkis, ciri-ciri fersebut dapat diketahui
dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (5) UndangnUndang Nomor

10 Tahun 2004.

Pasal 2 menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara. Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa
penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai
dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara,
sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. .
Kemudian Pasal 3 ayat (1) menentukan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar peraturan
perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perudang-undangan di bawah Undang- ‘{}ndang
Dasar,
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_ | 'j';..g-Selan}utnya Pasal 7 ayat. (5) menentukan kekuatan hukum peraturan s
i pemndanc—undangan adaiah sesual dcncran hzerafkl peraturan penmdanc- S

57 5_undangan

'- undangan yang leblh rendah tidak boleh bertentangan denvan peraturan
“perur dang~undangan yang lebih tinggi. o -

o .-perundang~undanaan Jain yang merupakan satu kebulatan yang utub.
- Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
: i_harus mengahr dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.
Demikian pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar,

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengharmonisasian dilakukan unfik menjaga keselarasan, kemantapan,

. dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagal sistem
agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektit.

b. ‘Peraturan perundang-undangan dapat diuji (judicial review) baik secara
materiel maupun formal.
Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Tahun 1945 menentukan antara lain bahwa Mahkamah Agung berwenang
‘menguji peraturan perundang—undangan d1 bawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang

Kemudlan Pasal 24 Cayat (1) antara lam menentukan bahwa Mahkamah
Konstlt‘us1 berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Berhubung dengan itu, pengharmonisasian peraturan
perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventift
untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan
perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
Putusan kekuasaan kehakiman dapat menyatakan bahwa suatu materi
muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari peraturan perundang- undangan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai
dampak yuridis, sosial dan politis yang luas. Karena itu
pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat.
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o Penj clasan Pasai 7 ayat (S) menemukan ba’nwa yang chmaksud dengan N
“*“hiera dalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-_ -
o undan’wa yang didasarkan pada asas bahwa peraturan pemndang~ :

_ :tuan di atas _;elas bao'mmana sahng keterkaztan dan sahng
ketergantuncan satu peraturan pemndang-—undangan dengan peraturan -
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- . Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan
- dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan
~ peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam
. rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang

- memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas,

. cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan se
. pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat

- -Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang s

~ penting dalam sistem hukum kita dan mengikat publik h _

' mengandung kepastian, sehingga akibat dari tindakan terfentu yarg scsuai

‘atauyang bertentangan dengan hukum dapat diprediksi. Dengan demikian

 peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana yang penting untuk

* menjaga hubungan yang sinergis antar warga masyarakat dan antara

“warga masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama
secara dinamis, tetapi tertib dan teratur. A

3. Dl tingkat ména pengharmonisasian dilakukan?

' 'Pengharmonisan RUU yang berasal dari Presiden, begitu juga peraturan
perundang-undangan di bawah UU, dilakukan oleh Menteri Hukuni dan
HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
atas. permintaan tertulis dari Menteri atau Pimpinan LPND yang
memprakarsai penyusunan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan. Berdasarkan permintaan tersebut, Dircktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan mengundang wakil dari instansi terkait untuk
melakukan pengharmonisasian dalam rangka pembulatan dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Wakil dari Menteri
atau Pimpinan LPND pemrakarsa diberikan kesempatan untuk memaparkan
pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan rancangan
peraturan perundang-undangan dan garis besar materi muatannya.
Selanjutnya wakil dari instansi terkait diberi kesempatan untuk
menyampaikan tanggapan, pendapat atau usul perubahan. Umumnya
tanggapan, pendapat atau usul perubahan sering disampaikan secara
spontan pada saat rapat pengharmonisasian. Hal yang krusial biasanya
yang menyangkut materi muatan yang terkait dengan ruang linglkup tugas
instansi yang diwakili. Selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam
terhadap tanggapan, pendapat atau usul perubahan yang diajukan dalam
rapat.
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menyar gku_ kewenangan, keiembagaan, pengeiolaan keuangan pengaturm:- |
.prosedur, penetapan hak dan kewajiban serta sanksi: Apablla suatuisu:
':yang menJ ad1 pokok masalah tldak dapat dlcankan soiusmya atautidak

: Pengambllan keputusan dﬂakukan apablla te}ah dmapa: kesepakatan B
) ‘muatan rancangan peraturan perundang—undangan yang ... .
: ES_erm gkal; pemb hasan berjalan alot karena adanya tank__

empatan untuk melakukan konsultasx};} Wi

'rancangan peraturan perundang-undangan d1bahas antar menten yang

biasanya diprakarsai oleh Menteri Hukum dan HAM, menteri pemrakarsa,

dan menteri lain yang terkait: Apabila di imgkat menteri tidak bisa =

dlselesa1kan maka dinaikan ke Presiden. Pengharmonisasian RUU tidak
3arancr memakan waktu yang cukup 1ama dan menguras tenaga dan pikiran,
Sesudah tercapm kesepakatan atau kebulatan konsep51 dan dxtuangkan ke
dalam rumusan akhir, maka Menteri Hukum dan HAM atau Menteri/
Pimpinan LPND pemrakarsa setelah mendapat rekomenda31 dari Menteri
Hukum dan HAM mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan'
tersebut kepada Presiden untuk dlproses lebih lanjut.

Slapa yang melakukan pengharmomsasmn RUU yang berasal dari
DPR? Karena satu- satunya pintu terkait dengan masalah pembentukan
undang-undang d d1 DPR adalah Badan Legislasi. (Baleg), maka menjadi tugas
Baleglah untuk melakukan pengharmonisasian RUU yang berasal dari DPR.
Apabila RUU tersebut sudah disampaikan kepada Presiden untuk dilakukan
pembahasan, maka Presiden akan menunjuk menteri yang terkait dengan
substansi yang diatur. Kecenderungan yang terjadi sekarang, Presiden juga
menunjuk Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama atau sendiri unfuk
mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR. Lazimnya,
pengharmonisasian terhadap RUU yang berasal dari DPR di tingkat
pemerintah dilakukan pada waktu menyusun daftar inventarisasi masalah
(DIM) atas RUU tersebut.

Sebetulnya proses pengharmonisasian bisa dilakukan di tingkat mana
pun, di tingkat pembahasan internal, pembahasan antardepartemen, atau
di tingkat pengharmonisasian di Departemen Hukum dan HAM. Apabila
sejak awal sudah dilakukan diharapkan proses pengharmonisasian di
Departemen Hukumn dan HAM akan lebih mudah dan tidak memakan waktu
lama. Untuk RUU proses pengharmonisasian bisa dilakukan sejak darl
penyusunan Naskah Akademis, tidak harus menunggu di ujung proses
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o - pengharmomsasmn Dengan -Na'sk.a:lh ‘Akademis, fakta yang dmnggap
- :ibéﬁﬁés_%i}ah__dip:ccahkgn_sqca_r_a_betsama_.é_l_elg.}?emeﬁntah_dan_DPR_'-RL{iaiipa

 mementingkan golongan atan kepentingan individu. Jika Naskah Akademis
 selalumendasarkan pada urgensi dan fujuan penyusunan, sasaran yang ingin

~ diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur,
~_ inventarisasi (informasi) peraturan perundang-undangan yang terkait, serta

© jangkavan dan arah pengaturan yang memang dikehendaki oleh mas akat,

- maka proses bottom up yang selama ini diinginkan oleh masyarakat, akan

~ terwujud. Jike suatu RUU diesilkan melalui proses bottorn 1p, diharapkan

~ undang-undang yang dihasilkan akan

] . laku sesuai dengan kehendak rakyat

4 .A'spek:a?s'p'ek yang:’dih_afmohis_a_éikan _
_ Setidak-tidaknya ada 2 aspek yang perlu diharmonisasikan pada
wakiu menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan
dengan aspek konsepsi materi muatan dan aspek teknik penyusunan

peraturan perundang-undangan,

a.. yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-
undangan mencakup: 3%- X Y -

1) Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan

' perundang-undangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus

- menjadi sumber dalam setiap peraturan perundang-undangan,

' sehingga nilai-nilai tersebut menjadi aktual dan memberikan batas

* kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Setiap

' peraturan perundang-undangan secara substansial ‘mesti

menjabarkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan dan keadilan sosial. - e

Pancasila merupakan cita hukum (rechtsidee). Cita hukum tidak

* hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang

" menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga

sekaligus sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang

menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan

maknanya sebagai hukum.

2) Pengharmonisan konsepsi materi muatan rancangan peraturan
perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar.
Materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan harus
diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai
hukum dasar negara. Pengharmonisasian peraturan perundang-
undangan dengan Undang-Undang Dasar selain berkaitan dengan
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S ."'-pasal—Pasal te rtentu yang dljachkan dasar pembentukannya dan |
asal-pasal yang terkait, juga dengan prinsip-prinsip negara hukum - =

nnegara- demokrasi baik di bidang sosial politik maupun ekonomi.

i Dalam penghannomsasmn peraturan perundang-undangan dengan =
o .Undang~Undang Dasar, yur1spruden51 yang diciptakan oleh -
G MahkamahKonstltusx dan Mahkamah Agung yang dijadikan acuan, - o

! '_'sebab putusan Mahkamah Konstitusi dan MahkamahAgungyang =~

: final dan.mengikat sangat pentmg untuk dipahami dalam ="
afsirkan secara yuridis aturan-aturan dasar bernegara yang

tercantum dalam Undang~Undang Dasar.

. -dapat diuji keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi karena
L '-Undang~undang yang demxklan kehﬁangan dasar konsntuszonainya
3). __':Pengharmomsasmn rancangan peraturan pemndang -undangan
. dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan
perundang—undangan
_ Undr:u‘lg-undam0r Nomor 10 Tahun 2004 menggoiongkan asas
-peramran perundang-undangan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :
~asas pembentlﬂ{an peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal
. 5) asas materi muatan (Pasal 6 ayat (1) dan asas lain sesuai dengan
- bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
" (Pasal 6 ayat (2).
Pasal 5 menentukan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-
-~ undangan yang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan,
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara
jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan
“kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa asas materi muatan peraturan
perundang-undangan adalah sebagai berikut : kemanusiaan,
kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika,
keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
ketertiban kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian,
dan kesejahteraan. Di samping itu masih ada asas lain sesuai dengan
bidang hukum yang diatur, misalnya asas legalitas dalam hukum
pidana, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Asas
hukum adalah penting untuk dapat melihat jalur “benang merah”
dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Melalui asas-
asas tersebut dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan
tersebut.

53

S Undang—undang yang bertentangan dengan ?d;ai;pasai dan semangat 5
. Undang-Undang Dasar sebagaimana t termaktub dalam pembukaan




Wlms:mm Vol. 4 No. 2 - Juni 2007

_ '_fﬁ' i 'Asas peraturan perundang -undangan sangat bermanfaat bag1
- penyiapan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundanm

- undangan yang baik. Asas tersebut berfungsi untuk memberi pedoman
iR -_:_dan bxmbmgan daiam proses pembcntukan peraturan pemndangw

i 3 3Penghannomsa81an maten muatan rancangan peraturan "perundanc-
- undangan secara horizontal agar tidak tumpang tindih dan’ saling
B értentangan karena hal terseb‘ut akan memmbulkan ketzdakpastzan
- 'hukum dan ambiguitas dalam penerapannya. .o

S Dalam pelaksaman pengharrnomsa51an secara horizontal sudah tentu
T 'berbagal peraturan perundang-undangan yang terkait perlu dipélajari
' _ ~ secara cermat agar konsepsi materi muatan peraturan perundang-
; undangan yang erat berhubungan satu sama lain selaras, Pembentuk
~ peraturan perundang—undangan tentu perlu melakukan koordma51
' _dengan instansi yang terkait, yang secara substansial menguasax
‘materi muatan snatu peraturan perundang-undan gan dan

_ keterkaztannya dengan peraturan perundang-undangan lain: -

5). Pengharmomsasmn materi muatan rancangan peraturan perundang~
.- undangan dengan konvensi/perjanjian internasional. Konvensi/
.- perjanjian internasional juga harus diperhatikan agar peraturan
perundang—undangan nasional tidak bertentangan dengan konvensi/
petjanjian internasional, terutama yang telah diratifikasi oleh negata
Indonesia. :

6) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan
dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas
pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Putusan
Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas pengujian
terhadap peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap harus dipertimbangkan oleh perancang
peraturan perundang- undangan dalam menyusun peraturan
perundang-undangan.

7) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengharmonisasian rancangan
peraturan perundang-undangan dengan teori hukum, pendapat para
ahli (dogma), yurisprudensi, hukum adat, norma-norma tidak tertulis,
rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan pasal demi
pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-
undangan yang akan disusun.
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b Tekmk penyusunan peraturan perundang—undangan baik menyangkut'

: ';__:=kerangka peraturan perundang~undangan, hal-hal khusus, ragam: bahasa-"
+-dan bentuk peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan -
. 'fperundanguundangan tertuang dalam lampiran UndangﬂUndang Nomor = -
10 Tahun 2004. Pengabaian terhadap teknik penyusunan peraturan
-,::.__pemndang undangan akibatnya. memang tidak sefatal pengabaian e
- keharusan h_axmomsasu atas subtan31 peraturan perundang-undangan S
- ian. terhadap teknik penyusunan peraturan perundang—undangan S
s txdak ' _apat menjadi alasan batalnya peraturan perundang-undanganatau
“alasan uk: meiakukan yudzczal review. Apabila kita mengabaikan -
- teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, paling-palingkita

L hariya dapat mengatakan bahwa peraturan perundang—undangan tersebut

S Proses pengharmomsasnan dan permasalahannya _

Kemudian bagaimana dan di tingkat mana pengharmonisasian dilakukan
 sertaapa saja permasalahan yang dihadapi dalam praktik? Pengharmonisan
~ rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Menteri Hukum
- dan HAM, dalam hal ini oleh Direkiorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan atas permintaan tertulis dari Menteri atau Pimpinan LPND yang
- memprakarsai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan. Berdasarkan permintaan tersebut, Direktorat Jenderal
- Peraturan Perundang-undangan mengundang wakil-wakil dari instansi terkait
untuk ‘melakukan pengharmonisasian dalam rangka pembulatan dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

- Wakil dari Menteri atau Pimpinan LPND pemrakarsa diberikan
kesempatan untuk memaparkan pokok-pokok pikiran yang
melatarbelakangi pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan
dan garis besar materi muatannya. Selanjutnya wakil-wakil dari instansi
yang terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat
atau usul perubahan. Umumnya tanggapan, pendapat atau usul perubahan
sering disampaikan secara spontan pada saat rapat pengharmonisasian. Hal
yang krusial biasanya yang menyangkut materi muatan yang terkait dengan
ruang lingkup tugas instansi yang diwakili.

Selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap
tanggapan, pendapat atau usul perubahan yang diajukan dalam rapat.
Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah dicapai kesepakatan tentang
materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang
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e dlharmomskan Sermgkah pembahasan berjalan alot karena adanya tarik
: menank kepentmgan antarinstansi, Pembahasan yang alot pada umimnya

-menyangkut kewenangan, kelembagaan ‘pengelolaan keuangan pengaturan

_prosedur penetapan hak dan: kewaglban serta sanksi.

-+ Apabila’suatu isu yang menjadi pokok masalah tidak dapat dmankan
soiusmya atau tidak dapat disepakati, maka diberikan kesempatan untuk

melakukan konsultasi: dengan leplnan instansi inya atau untuk meminta

pendapat tertulis dari instansi yang dlpandang lebih berkompeten

o 'Pengharmomsaman perataran perundang—undangan tidak jarang memakan
- '}waktu yang cukup lama dan menguras tenaga dan pikiran. Sesudah tercapal

kesepakatan atau kebulatan konsepsi dan dituangkan ke dalam rumusan
akhir, maka Menteri Hukum dan HAM atau Menteri/Pimpinan: LPND
pemrakarsa setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM
mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan ters ebutkepada
Presiden untuk dlproses lebih Ianjut

Permasalahan yang dlhadapl dalam proses penghaxmomsasmn antara

lain adalah: : i

a) - Masih adanya semangat egoisme sektoral (departemental) dan masmg-
masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang

“peraturan -perundang-undangan sebagai suatu sistem se¢hingga
‘pembahasan oleh wakil-wakil instansi terkait tidak bersifat menyeluruh
 tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masmcr»masmg instansi.

b) ‘Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan
tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang
diajukan tidak konsisten, tergantung kepada individu yang dltugam
mewakili, sehingga menghambat pembahasan.

c) -Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dlharmomskan
sering baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat
rapat sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan belum tentu
mewakili pendapat instansi yang diwakili.

d) Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal
drafter) masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai
bidang hukum tertentu, karena jabatan fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan dianggap jabatan yang tidak cukup menarik.
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